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Abstract

Skandal perpajakan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir
menunjukkan adanya krisis etika dalam tata kelola fiskal negara yang berdampak pada
menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Berbagai praktik seperti
penghindaran pajak oleh korporasi besar, kebocoran sistem administrasi perpajakan, serta
dugaan kolusi antara oknum aparatur negara dan wajib pajak memperlihatkan bahwa
persoalan pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi etika dalam
penyelenggaraan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk krisis etika
negara dalam skandal perpajakan serta merumuskan arah reposisi etika negara dalam
reformasi fiskal Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus dan analisis dokumen dari berbagai sumber sekunder, seperti laporan
lembaga negara, publikasi kebijakan fiskal, pemberitaan media, dan jurnal ilmiah terkait
perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya integritas aparatur pajak,
rendahnya transparansi dalam sistem administrasi, serta adanya celah regulasi menjadi
faktor utama terjadinya skandal perpajakan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum
memperburuk kondisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem fiskal. Oleh karena itu,
reposisi etika negara menjadi kebutuhan mendesak melalui penguatan integritas
kelembagaan, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan transparansi, serta penegakan
hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Reformasi fiskal di Indonesia tidak hanya harus
berorientasi pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga harus dibangun di atas
fondasi etika publik yang kuat, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan sistem
perpajakan yang berkelanjutan.

Abstract

Tax scandals in Indonesia over recent years indicate a serious ethical crisis in the state’s
fiscal governance, which has significantly reduced public trust in tax institutions. Various
practices such as aggressive tax avoidance by large corporations, leakage in tax
administration systems, and alleged collusion between state officials and taxpayers
demonstrate that taxation issues are not merely technical, but also deeply rooted in
ethical dimensions of governance. This article aims to analyze the forms of state ethical
crisis within tax scandals and to formulate the repositioning of state ethics in Indonesia’s
fiscal reform agenda. The study employs a qualitative approach using a case study
method and document analysis of secondary data sources, including government reports,
fiscal policy publications, media coverage, and academic journals related to taxation.
The findings reveal that weak bureaucratic integrity, low transparency in tax
administration systems, and regulatory loopholes are the primary drivers of tax scandal
occurrences. In addition, weak law enforcement further exacerbates public distrust in the
fiscal system. Therefore, repositioning state ethics becomes an urgent necessity through
strengthening institutional integrity, implementing digital tax systems, improving
transparency, and enforcing non-discriminatory law enforcement. Fiscal reform in
Indonesia should not only focus on technical and administrative improvements but must
also be grounded in strong public ethics, transparency, and accountability to build a
sustainable and trustworthy taxation system.
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1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara yang berperan
strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pada sektor pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur publik. Rosid dan Romadhaniah (2023) menegaskan bahwa
efektivitas sistem perpajakan sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukum dan
kepatuhan wajib pajak. Zahara, Marundha dan Maidani (2023) menambahkan bahwa
capital intensity, thin capitalization, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap
praktik tax avoidance. Pajak tidak hanya kewajiban formal, tetapi juga kontribusi sosial
bagi keberlanjutan negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan serius
seperti rendahnya kepatuhan sukarela, lemahnya integritas aparatur, serta optimalisasi
penerimaan negara yang belum maksimal akibat celah fiskal.

Dalam perspektif kontrak sosial, pajak merupakan bentuk kesepakatan antara
negara dan warga negara. Putri et al. (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak
dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, insentif eksekutif, CSR, kepemilikan asing, dan
kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh
hukum, tetapi juga oleh transparansi dan struktur kelembagaan ekonomi. Somopawiro,
Sudjiman dan Maruli (2023) menambahkan bahwa pajak tangguhan dan rasio utang
turut memengaruhi strategi penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kepatuhan fiskal dipengaruhi oleh interaksi antara sistem ekonomi, kebijakan fiskal, dan
mekanisme pengawasan.

Meskipun reformasi perpajakan telah dilakukan, praktik penghindaran pajak
masih menjadi masalah serius di Indonesia. Farhana et al. (2025) menemukan bahwa
perusahaan manufaktur menggunakan strategi seperti transfer pricing, thin
capitalization, dan aset tidak berwujud untuk menekan beban pajak. Temuan ini
menunjukkan bahwa tax avoidance telah menjadi strategi sistematis dalam dunia
korporasi modern yang memanfaatkan celah regulasi fiskal. Kondisi ini memperlihatkan
bahwa permasalahan perpajakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural
dan strategis dalam sistem ekonomi global.

Selain faktor keuangan, tata kelola perusahaan juga memiliki peran penting
dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Ningtias dan Juwita (2023) menyatakan
bahwa good corporate governance, risiko perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh
signifikan terhadap tax avoidance. Lemahnya pengawasan internal perusahaan
memungkinkan terjadinya manipulasi pajak secara lebih mudah. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan struktur

organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis secara transparan dan akuntabel.
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Dari sisi etika individu, Hadian dan Ernandi (2022) menunjukkan bahwa love of
money, religiusitas, materialisme, dan tax ethics berpengaruh signifikan terhadap
perilaku penghindaran pajak. Individu dengan orientasi materialistik tinggi cenderung
lebih permisif terhadap praktik tax avoidance. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan
pajak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum dan ekonomi, tetapi juga oleh nilai
moral individu dalam memandang kewajiban fiskal sebagai tanggung jawab sosial dan
etika publik dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, faktor keuangan perusahaan juga berperan dalam menentukan strategi
pajak yang digunakan. Yunitasari dan Budiman (2025) menemukan bahwa ROA,
kompensasi rugi fiskal, dan capital intensity memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
Struktur keuangan yang kuat memberikan fleksibilitas dalam perencanaan pajak agresif.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan hasil interaksi antara
faktor internal perusahaan, regulasi fiskal, serta strategi manajerial yang saling berkaitan
dalam sistem ekonomi modern yang kompetitif dan dinamis.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan reposisi etika negara
dalam sistem perpajakan Indonesia. Penguatan penegakan hukum, digitalisasi sistem
perpajakan, serta peningkatan integritas institusi menjadi elemen penting dalam
reformasi fiskal modern. Praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks
menunjukkan bahwa reformasi tidak cukup bersifat teknis, tetapi juga harus berbasis
pada nilai etika publik, keadilan sosial, dan transparansi. Dengan demikian, diperlukan
pendekatan komprehensif untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil,
akuntabel, dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Etika Negara dan Tata Kelola Publik

Etika negara merupakan seperangkat nilai moral yang menjadi dasar dalam
penyelenggaraan kekuasaan publik oleh institusi pemerintahan. Etika ini mencakup
prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam pelayanan publik.
Dalam konteks perpajakan, penguatan etika negara berperan penting untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan fiskal. Widiiswa dan
Baskoro (2020) menegaskan bahwa penerapan good corporate governance dalam
institusi publik dan korporasi dapat menurunkan praktik penghindaran pajak melalui
penguatan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, etika negara menjadi fondasi
utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada
kepentingan publik.
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2.2 Sistem Perpajakan dan Kontrak Sosial

Dalam perspektif kontrak sosial, pajak merupakan bentuk kesepakatan antara
warga negara dan negara di mana masyarakat memberikan kontribusi finansial sebagai
imbalan atas layanan publik. Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi negara
bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Amalia dan
Furgon (2023) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran
hukum, pemahaman regulasi, serta efektivitas sanksi perpajakan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin kuat penegakan aturan dan sistem perpajakan, semakin tinggi tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.
2.3 Skandal Perpajakan di Indonesia

Skandal perpajakan di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan serius
dalam sistem fiskal nasional, terutama terkait praktik penghindaran pajak oleh korporasi
besar. Turwanto dan Alfan (2022) menjelaskan bahwa praktik seperti income shifting
incentives, transfer pricing agresif, serta penggunaan struktur perusahaan multinasional
sering dimanfaatkan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara tidak wajar. Hal ini
menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
merupakan strategi sistematis dalam rekayasa keuangan perusahaan. Fenomena tersebut
menunjukkan bahwa skandal perpajakan merupakan persoalan struktural yang
dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, kompleksitas transaksi lintas negara, serta
lemahnya pengawasan fiskal di negara berkembang seperti Indonesia.
2.4 Reformasi Fiskal

Reformasi fiskal merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Reformasi ini tidak hanya
berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada modernisasi
administrasi perpajakan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan
ekonomi digital. Zuhrah et al. (2024) menjelaskan bahwa reformasi dan modernisasi
sistem perpajakan di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan
wajib pajak melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan administrasi. Hal ini
menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi fiskal sangat ditentukan oleh integrasi
antara kebijakan, teknologi, dan peningkatan kualitas layanan publik dalam sistem
perpajakan.
3. METODE
3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara

mendalam fenomena skandal perpajakan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih
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karena mampu menggali makna sosial, politik, dan etika dalam sistem perpajakan yang
kompleks. Menurut Creswell dan Poth (2024) penelitian kualitatif berfokus pada
eksplorasi makna yang dibangun dalam konteks sosial tertentu melalui interpretasi data
non-numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara
kebijakan fiskal, perilaku wajib pajak, dan etika negara secara kontekstual dan
mendalam.
3.2 Desain Penelitian Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus untuk menganalisis skandal
perpajakan di Indonesia sebagai fenomena utama. Studi kasus dipilih karena mampu
memberikan gambaran komprehensif terhadap suatu peristiwa dalam konteks nyata dan
kompleks. Yin (2022) menjelaskan bahwa studi kasus sangat efektif untuk meneliti
fenomena kontemporer yang melibatkan banyak variabel dan sumber data yang saling
berkaitan. Penelitian ini berfokus pada praktik penghindaran pajak, kelemahan
pengawasan fiskal, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik sebagai satu kesatuan
fenomena yang saling terkait. Dengan desain ini, peneliti dapat memahami interaksi
antara kebijakan negara, struktur ekonomi, dan perilaku aktor dalam sistem perpajakan.
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen sebagai sumber data
sekunder. Dokumen yang digunakan meliputi laporan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), publikasi Direktorat Jenderal Pajak, kebijakan fiskal, berita media nasional,
serta jurnal ilmiah terbaru. Menurut Sugiyono (2022) studi dokumentasi merupakan
teknik pengumpulan data yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk memahami
fenomena sosial secara mendalam dan sistematis. Selain itu, literatur akademik
digunakan untuk memperkuat analisis terkait reformasi fiskal dan praktik penghindaran
pajak agar hasil penelitian lebih valid, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.
3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis atau
analisis isi. Teknik ini dilakukan melalui proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi,
interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldafia (2020),
analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga data mencapai
kejenuhan (saturation). Moleong (2021) juga menegaskan bahwa analisis kualitatif
bertujuan menemukan pola, tema, dan makna dari data yang dikumpulkan. Dalam
penelitian ini, analisis difokuskan pada isu integritas, transparansi, akuntabilitas, serta

reformasi fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai fokus utama interpretasi
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data.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Bentuk Skandal Perpajakan di Indonesia

Skandal perpajakan di Indonesia banyak berkaitan dengan praktik penghindaran
pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui strategi perencanaan pajak agresif. Aziz
dan Purwatiningsih (2024) menjelaskan bahwa mekanisme corporate governance seperti
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta intensitas modal memiliki
pengaruh terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor industri. Hal ini
menunjukkan bahwa penghindaran pajak bukan hanya tindakan individu perusahaan,
tetapi bagian dari strategi korporasi yang memanfaatkan kelemahan regulasi fiskal.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa skandal perpajakan memiliki karakter sistemik
yang berkaitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan kebijakan perpajakan
nasional yang belum sepenuhnya efektif.

Selain itu, skandal perpajakan juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme
pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Pambudi, Makhsun dan Puspitasari (2025)
menemukan bahwa financial distress, corporate governance, serta kepemilikan
institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketika perusahaan mengalami
tekanan keuangan, kecenderungan untuk melakukan tax planning agresif meningkat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa skandal perpajakan tidak hanya disebabkan oleh niat
menghindari pajak, tetapi juga oleh kondisi ekonomi perusahaan dan lemahnya kontrol
fiskal dari otoritas pajak dalam mendeteksi praktik tersebut.

Skandal perpajakan juga berkaitan dengan lemahnya integritas tata kelola
perusahaan dan pengawasan eksternal. Ramadhanty, Rahim dan Abduh (2024)
menjelaskan bahwa good corporate governance, CSR, serta leverage perusahaan
berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di sektor perbankan dan industri. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas transparansi dan akuntabilitas
perusahaan, semakin besar peluang terjadinya manipulasi pajak. Dengan demikian,
skandal perpajakan merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara kebijakan
negara, perilaku korporasi, dan efektivitas sistem pengawasan fiskal yang masih perlu
diperkuat.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa skandal perpajakan tidak dapat
dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai hasil dari relasi
kompleks antara kelemahan regulasi, struktur insentif ekonomi, dan rendahnya

efektivitas pengawasan institusional.
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4.2 Lemahnya Etika Negara dalam Sistem Pajak

Salah satu temuan utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah melemahnya
etika negara dalam pengelolaan fiskal. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan yang dipengaruhi oleh kualitas
tata kelola dan pelayanan pajak. Bahrien dan Purba (2024) menjelaskan bahwa
kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
perpajakan. Ketika tata kelola perpajakan tidak dijalankan secara profesional dan
akuntabel, tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun sehingga berpotensi
mengurangi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, etika negara menjadi fondasi penting
dalam menjaga kredibilitas lembaga perpajakan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain aspek kepercayaan, minimnya transparansi dalam administrasi dan
pengawasan perpajakan juga menjadi faktor yang memperlemah etika negara. Adiarta
dan Putri (2024) menemukan bahwa transparansi informasi memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kurangnya keterbukaan
dalam proses administrasi dan pemeriksaan pajak dapat menimbulkan persepsi
ketidakadilan serta memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya hubungan yang sehat antara negara
dan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perlu dilakukan untuk
memastikan akuntabilitas serta perlakuan yang adil bagi seluruh wajib pajak.

Lemahnya penegakan sanksi perpajakan juga menjadi penyebab menurunnya etika
negara dalam sistem pajak. Setiawan, Erliana, dan Linawati (2025) menjelaskan bahwa
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika
sanksi tidak diterapkan secara konsisten, pelanggaran perpajakan cenderung meningkat
karena tidak adanya efek jera yang memadai. Situasi ini dapat menciptakan
ketidakadilan fiskal dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.
Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum serta konsistensi dalam penerapan sanksi
menjadi langkah penting untuk memperkuat etika negara dan meningkatkan kepatuhan
perpajakan di Indonesia.

Dengan demikian, etika negara dalam konteks perpajakan dapat dipahami sebagai
integrasi antara integritas institusi, transparansi kebijakan, dan konsistensi penegakan
hukum yang saling memperkuat dalam membangun kepatuhan fiskal.

4.3 Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Skandal perpajakan memiliki dampak langsung terhadap menurunnya tingkat

kepercayaan publik dan kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance). Ketika
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masyarakat melihat adanya kasus penghindaran pajak atau penyalahgunaan wewenang
yang tidak ditindak secara tegas, maka persepsi keadilan fiskal akan menurun. Gabriella
dan Frederica (2024) menjelaskan bahwa transparansi pajak, pemahaman peraturan
perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta penerapan sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa sistem perpajakan
dijalankan secara transparan dan adil. Apabila kepercayaan terhadap institusi perpajakan
menurun akibat skandal atau lemahnya penegakan aturan, maka kepatuhan sukarela
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga cenderung mengalami
penurunan.

Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan memperkuat persepsi negatif
masyarakat terhadap pemerintah. Adiarta dan Putri (2024) menemukan bahwa
transparansi informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika sistem pajak dianggap tidak transparan dan
tidak memberikan akses informasi yang memadai, masyarakat akan lebih mudah
kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa
kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi perpajakan, tetapi
juga oleh keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Semakin rendah tingkat
transparansi, semakin besar risiko menurunnya kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

Dampak jangka panjang dari skandal perpajakan adalah melemahnya legitimasi
institusi fiskal di mata masyarakat. Pitriani dan Baihaqi (2024) menjelaskan bahwa
transparansi perpajakan, kualitas pelayanan, serta efektivitas sistem perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat melihat adanya
ketimpangan perlakuan antara kelompok wajib pajak tertentu dengan masyarakat
umum, maka akan muncul persepsi ketidakadilan fiskal yang dapat mengurangi
legitimasi institusi pajak. Akibatnya, tingkat voluntary compliance menurun dan
resistensi terhadap kewajiban perpajakan meningkat. Oleh karena itu, penguatan
integritas, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan menjadi langkah strategis
untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia.

Penurunan kepercayaan publik ini pada akhirnya menciptakan efek domino berupa
melemahnya voluntary compliance yang berdampak langsung pada stabilitas
penerimaan negara.

4.4 Reposisi Etika Negara
Reposisi etika negara menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi fiskal

Indonesia karena lemahnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem
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perpajakan. Ramadhani dan Handayani (2024) menjelaskan bahwa modernisasi
administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan,
etika negara tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga
komitmen moral aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung
jawab. Tanpa reposisi etika yang kuat, sistem fiskal akan rentan terhadap penyimpangan
dan praktik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
perpajakan.

Penguatan kode etik aparatur pajak menjadi langkah penting dalam reposisi etika
negara. Gabriella dan Frederica (2024) menegaskan bahwa transparansi perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, integritas aparatur harus
didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dan penerapan kode etik yang jelas.
Kode etik tersebut perlu disertai mekanisme penegakan yang tegas agar tidak hanya
menjadi formalitas administratif. Dengan adanya sanksi yang konsisten terhadap
pelanggaran etika, budaya birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dapat
terbentuk sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan semakin
meningkat.

Selain itu, penerapan sistem digital dalam administrasi perpajakan juga menjadi
bagian penting dari reposisi etika negara. Bahrien dan Purba (2024) menjelaskan bahwa
modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Digitalisasi memungkinkan proses perpajakan dilakukan secara lebih transparan,
efisien, dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya
penyalahgunaan wewenang. Selain mempermudah pelayanan kepada wajib pajak,
sistem digital juga membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data
perpajakan.

Reposisi etika negara juga menuntut adanya pengawasan yang efektif serta
penegakan hukum yang konsisten. Lestari dan Rahma (2025) menjelaskan bahwa
modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengawasan yang kuat
diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan berjalan sesuai prinsip
keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, penegakan hukum yang tidak diskriminatif akan
meningkatkan Kkepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. Dengan
kombinasi antara integritas aparatur, pengawasan yang efektif, digitalisasi sistem, dan
penegakan hukum yang konsisten, reformasi fiskal dapat berjalan secara lebih

transparan, efektif, dan berkelanjutan.
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Dengan demikian, reposisi etika negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga transformasi nilai dalam birokrasi fiskal menuju sistem yang lebih berintegritas dan
berorientasi pelayanan publik.

4.5 Arah Reformasi Fiskal Indonesia

Arah reformasi fiskal Indonesia perlu difokuskan pada pembenahan menyeluruh
sistem perpajakan yang mencakup aspek struktural dan kelembagaan. Reformasi
struktural diperlukan untuk memperbaiki regulasi, memperjelas prosedur administrasi,
serta menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Rosid
dan Romadhaniah (2023) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum berperan
penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
reformasi fiskal tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan, tetapi juga dengan
kemampuan negara dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara
konsisten, adil, dan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem
perpajakan nasional.

Selain reformasi struktural, reformasi kultural juga menjadi aspek penting dalam
pembaruan sistem fiskal Indonesia. Reformasi ini menekankan perubahan budaya kerja
aparatur pajak menuju integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang beretika.
Putri et al. (2023) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik, audit yang berkualitas, serta
transparansi institusional berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa perubahan budaya organisasi dalam institusi perpajakan sangat diperlukan untuk
mengurangi praktik penyimpangan. Tanpa perubahan nilai dan etika kerja, reformasi
struktural tidak akan memberikan hasil optimal dalam meningkatkan efektivitas sistem
perpajakan.

Digitalisasi sistem perpajakan seperti e-filing dan core tax system merupakan
langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak.
Zahara et al. (2023) menjelaskan bahwa struktur perusahaan dan pengelolaan data
keuangan yang baik dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, digitalisasi
saja tidak cukup tanpa didukung reformasi etika dan penguatan integritas aparatur pajak.
Sistem berbasis teknologi hanya akan efektif jika diiringi dengan komitmen moral dan
pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, reformasi fiskal harus berjalan secara terpadu
antara aspek teknologi, regulasi, dan etika publik.

Dengan demikian, reformasi fiskal yang ideal adalah integrasi antara reformasi
regulasi, reformasi etika, dan transformasi digital untuk menciptakan sistem perpajakan

yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan.
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4 KESIMPULAN

Skandal perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan fiskal tidak
hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga dengan lemahnya etika
negara dalam pengelolaan perpajakan. Rendahnya integritas aparatur, kurangnya
transparansi, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum telah berkontribusi signifikan
terhadap menurunnya kepercayaan publik dan kepatuhan pajak sukarela.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor
kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan. Ketika masyarakat memandang sistem
pajak tidak dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel, maka tingkat kepatuhan
wajib pajak cenderung menurun. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya
menjadi variabel sosial, tetapi juga determinan utama dalam efektivitas sistem fiskal
negara.

Reposisi etika negara dapat dilakukan melalui penguatan integritas aparatur
perpajakan, penerapan kode etik yang efektif, peningkatan transparansi, digitalisasi
layanan perpajakan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah-
langkah ini menunjukkan bahwa reformasi fiskal membutuhkan pendekatan yang
bersifat struktural, kultural, dan digital secara simultan.

Dengan demikian, reformasi fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan
penerimaan negara, tetapi juga pada pembangunan tata kelola perpajakan yang
berkeadilan, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan
reformasi fiskal sangat ditentukan oleh sinergi antara negara, institusi perpajakan, dan
kepercayaan publik dalam membangun sistem perpajakan yang berintegritas.
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